71

BAB IlI

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa penggunaan tanah kas desa untuk
pembangunan tempat usaha kafe diwilayah Kabupaten Sleman sebagian telah sesuai dengan
rencana tata ruang wilayah Kabupaten Sleman yang diatur dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Sleman Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah dimana pada

prinsipnya permohonan untuk penggunaan tanah yang diperuntukan untuk kegiatan usaha

kafe telah memiliki izin pemanfaatan tanah dan telah melalui prosedur penggunaan tanah kas
desa yang sesuai dengan peraturan pemerintah desa.
B. SARAN

1. Kepala Kantor Pertanahan diharapkan :

a. Seharusnya Kantor Pertanahan berperan aktif untuk melakukan pengawasan terhadap
penggunaan tanah kas desa yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

b. Seharusnya Kantor Pertanahan lebih melakukan sosialisasi yang lebih aktif mengenai
Rencana Tata Ruang Wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
Nomor 12 Tahun 2012 agar pemanfaatan Kekayaan Desa lebih sesuai dengan
Peraturan Rencana Tata Ruang Wilayah tersebut.

2. Pemerintah Desa (Kepala Desa) diharapkan lebih melakukan pengawasan terhadap
pelaksanaan Peraturan Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan dan Pemanfaatan kekayaan Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Sleman
Nomor 12 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang wilayah Kabupaten Sleman dengan

baik dan benar diharapkan mencegah penggunaan tanah kas desa yang berupa tanah
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pertanian untuk kegiatan non pertanian karena mengakibatkan semakin banyak terjadi
pengurangan luas tanah pertanian di perdesaan.
. Pengguna sewa menyewa tanah kas desa

Bagi pengguna tanah kas desa yang akan melakukan kegiatan usaha harus
memperhatikan segala syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dilengkapi terkait tempat
yang akan dijadikan tempat usaha yang meliputi permohonan untuk pembangunan ijin
tempat kegiatan usaha terkait yang dimana masyarakat seharusnya berperan aktif untuk
menyelenggarakan peraturan perundang-undangan dengan melaksanakan peraturan yang

berlaku secara benar dan baik agar terciptanya tata tertib masyarakat hukum.
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